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WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR  31 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA DEPOK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap 

pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan di Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan                     

Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Dan 

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan/Atau Bangunan Di Kota Depok; 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 

penyesuaian; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan                     

Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Dan Tata Cara 

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau 

Bangunan Di Kota Depok; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19                         

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000                    

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 3987); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2                     

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
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  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia  Nomor 6400); 

  8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 03); 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG 

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN 

HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA DEPOK. 

   

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1                       

Tahun 2022 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Depok 

(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai 

berikut: 

  Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 16 

  (1) Wali Kota melalui PD dapat memberikan pengurangan 

pembayaran BPHTB yang disebabkan pertimbangan 

kemampuan bayar dan kondisi tertentu objek pajak dan 

Wajib Pajak. 
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(2) Pengurangan pembayaran BPHTB diajukan oleh Wajib 

Pajak/kuasa Wajib Pajak melalui surat permohonan kepada 

Kepala PD disertai dengan dokumen dan alasan yang jelas. 

(3) Pengurangan pembayaran BPHTB dalam hal disebabkan 

pertimbangan kemampuan bayar Wajib Pajak, diberikan 

kepada: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru 

melalui program Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah Kota dibidang pertanahan dan tidak mempunyai 

kemampuan dapat diberikan pengurangan 50% (lima 

puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang; 

b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain  hak 

pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau 

bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun 

yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak 

dan surat keterangan dari pejabat Pemerintah Daerah 

Kota setempat dapat diberikan pengurangan 50% (lima 

puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang; 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas 

tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS),  dan 

Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung 

dari pengembang dan dibayar secara angsuran dapat 

diberikan pengurangan 25% (dua puluh lima peren) dari 

BPHTB yang seharusnya terutang; 

d. Wajib Pajak yang memperolehan hak berdasarkan waris 

dan hibah wasiat dapat diberikan pengurangan sebesar 

50% (lima puluh persen) untuk Nilai Perolehan Objek 

Pajak (NPOP) diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) 

(4) Pengurangan pembayaran BPHTB dalam hal kondisi Wajib 

Pajak yang ada hubungannya dengan sebab dan alasan 

tertentu, diberikan kepada: 

a. Wajib Pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan 

TNI/POLRI dan/atau janda/dudanya yang memperoleh 

hak   atas   tanah   dan/atau   bangunan   rumah dinas 

Pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar  50% 

(lima puluh persen); 
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b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak atas tanah 

dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan 

perumahan yang dikhususkan bagi anggota KORPRI 

dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh 

persen); 

c. Wajib Pajak pribadi anggota KORPRI yang memperoleh 

hak atas tanah dan/atau bangunan dari pengadaan 

perumahan khusus anggota KORPRI dapat diberikan 

pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen). 

   

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Depok. 

   

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 1 Februari 2023 

  WALI KOTA DEPOK, 

          TTD 

 

     K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 1 Februari 2023 

SEKRETARIS  DAERAH KOTA  DEPOK, 

       TTD 

 

SUPIAN SURI 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 31 

 

 

 

 

 

 

 


